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KATA PENGANTAR 
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LAMPIRAN I 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA 

UTARA 

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pemenuhan hak aksesibilitas 

bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM di 

Indonesia, khususnya dalam konteks Sumatera Utara? 

Jawaban : Pengaturan hukum terkait pelayanan public berbasis HAM 

telah diatur dalam Permenkumham No 2 tahun 2022 tentang 

Pelayanan Publik berbasis HAM dimana pada peraturan tersebut 

walaupun berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM tapi juga 

memberikan patokan kepada pemerintah daerah melalui pilot project 

untuk turut serta dalam pemenuhan pelayanan publik berbasis HAM 

dalam pelayanan birokrasi di unit pelaksana teknis di daerah. Dengan 

kriteria-kriteria yang diterapkan dalam Permenkumham No 2 tahun 

2022 memuat prisip tidak diskriminatif; bebas dari pungutan liar, suap, 

korupsi, kolusi, dan nepotisme;transparan; akuntabel; profesional; 

integritas; danmemberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan 

berkualitas. Dalam prinsip tidak diskriminatif ini Permenkumham 

Pelayanan Publik berbasis HAM menentukan kriteria pemenuhan hak 

disabilitas dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung seperti jalur 

landai, pemandu jalan (guiding block), kursi roda, layanan penterjemah 

bahasa isyarat dan layanan pendukung inklusif lainnya untuk 

memudahkan para penyandang disabilitas mendapatkan kualitas 

pelayanan yang sama dengan yang lainnya. 

2. Bagaimana implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 terkait 

aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis 

HAM di wilayah Sumatera Utara? 

Jawaban : Implementasi Permenkumaham Nomor 2 Tahun 2022 

terkait disabilitas perlahan sudah mulai dipenuhi oleh seluruh unit 



 

 

 

 

pelaksana teknis Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dan juga 

Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara telah bekerjasama dengan 

Pemerintah Provinsi untuk menyebarluaskan pelayanan public 

berbasis HAM ini tidak hanya dapat diimplementasi di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga di tingkat Pemerintah 

Daerah. Dan dari hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi 

Sumatera Utara maka telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal HAM 

bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

Sumatera Utara, Dinas Kependudukan Kota Medan dan Kantor 

Pertanahan Kota Medan sebagai Pilot Project pelaksanaan pelayanan 

public berbasis HAM di Provinsi Sumatera Utara.  Tantangan dan 

hambatan masih ditemui dikarenakan tidak banyaknya pengguna 

layanan disabilitas yang digunakan seakan menegasikan fungsi 

layanan disabilitas . Untuk itu Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara 

terus melakukan diseminasi ke seluruh Unit Pelaksana Teknis dan 

Pemerintah Daerah akan pentingnya layanan inklusif bagi penyandang 

disabilitas. 

3. Menurut Anda, apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam 

memastikan pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam 

pelayanan publik berbasis HAM? 

Jawaban : Pemenuhan hak disabilitas masih terkendala akan 

anggaran, khususnya yang kami temui di unit pelaksana teknis, 

terdapat kebingungan bagi pelaksana di unit dalam menentukan mata 

anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi 

penyandang disabilitas, terkhususnya bagi unit pelaksana teknis yang 

belum mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung hak 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Menurut pendapat saya, di 

tingkat Kementerian khususnya Kementerian Keuangan seharusnya 

menaruh perhatian serius dalam penentuan jumlah anggaran yang 

dikhususkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana bagi 

penyandang disabilitas. Sehingga tidak ada kerancuan di tingkat teknis 



 

 

 

 

dalam menggunakan anggaran belanja pengadaan yang 

mengakibatkan nantinya adanya temuan penyalahgunaan anggaran 

sarana dan prasarana dikarenakan tidak adanya pengadaan fasilitas 

tersebut dalam mata anggaran. 

4. Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan 

publik berbasis HAM di Sumatera Utara? Dan bagaimana upaya yang 

telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

Jawaban : Hambatan utama tentu anggaran dan juga SDM yang masih 

minim kompetensi dalam melayani penyandang disabilitas dalam hal 

ini penggunaan bahasa isyarat. Untuk upaya yang telah dilakukan oleh 

Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dalam melaksanakan 

Pelayanan Publik berbasis HAM mencari alternatif pembiayaan dan 

berkolaborasi dengan swasta/BUMN/BUMD dalam pelaksanaan 

pengadaan pelayanan publik berbasis HAM. Selain itu juga 

berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan mengenai mata 

anggaran mana yang bisa digunakan serta bentuk 

pertanggungjawaban atas pengadaan sarana dan prasarana 

pelayanan publik berbasis HAM di wilayah dan kami juga membuat 

pelatihan bahasa isyarat untuk SDM yang diperntukan di bidang 

pelayanan namun ini juga masih terus perlu pengembangan 

kompetensi dan kami sudah melakukan koordinasi dengan Unit Eselon 

I agar dibuatkan pelatihan Bahasa Isyarat. 

 

Medan, 26 Maret 2024 

     Yang Mewawancarai        Yang Diwawancarai 

 

 

    (Mhd. Rizal Ramadhan)              (Yan Putra Jalo Situmorang, S.H) 



 

 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN 

KETUA ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA (APHTN) 

SUMATERA UTARA 

1. Bagaimana peran Hukum Tata Negara/HAN Sumatera Utara dalam 

memfasilitasi pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam 

pelayanan publik berbasis HAM di daerah ini? 

Jawaban : peran asosiasi sebagai wadah berkumpulnya para ilmuan 

htn/han, lebih mengarah untuk mendorong percepatan pemenuhan 

aksesibilitas penyandang disabilitas melalui pendampingan 

pembentukan produk hukum daerah yang berkaitan dengan 

penyandang disabilitas. 

2. Apa saja langkah konkret yang telah dilakukan oleh organisasi Anda 

untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam 

pelayanan publik berbasis HAM? 

Jawaban : Langkah konkritnya adalah dengan terlibat langsung dalam 

proses pembentukan produk hukum daerah, bahkan beberapa 

anggota kami telah menjadi Tim Pokja produk hukum daerah. Selain 

itu sebagai wadah pengajar, sudah menjadi kewajiban kami untuk 

melakukan diseminasi maupun sosialisasi kepada masyarakat perihal 

urgensi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

terutama pemenuhan terhadap aksesibilitas layanan publik. 

 

Medan, 25 Maret 2024 

       Yang Mewawancarai                           Yang Diwawancarai 

 

 

     (Mhd. Rizal Ramadhan)  (Dr. Eka NAM Sihombing, SH., M. Hum) 

 



 

 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN 

PENYANDANG DISABILTAS  

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses pelayanan publik 

berbasis HAM di Sumatera Utara, terutama terkait dengan aksesibilitas 

bagi kaum disabilitas? 

Jawaban : Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melindungi 

Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Sebagai 

salah satu negara yang turut dalam penandatanganan konvensi 

tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-

hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, disahkan juga Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 4 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Penyelenggaran Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik 

berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan dan fasilitas dan 

perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Selain itu Pasal 29 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa 

penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan 

perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini masyarakat 

tertentu salah satunya yaitu kelompok Penyandang Disabilitas. Saya 

pernah ke Rumah Sakit, Instansi Pemerintahan, belum ada pelayanan 

publik bagi difabel seperti saya, tuli. Jadi saya menyampaikan ke CS 

dan pegawainya melalui teks layar HP kalau saya itu tuli dan mereka 

bantu saya. Saya rasa perlu membuat layanan publik bagi difabel tuli 

seperti saya, seperti hotel ada bel lampu nya, pegawai belajar bahasa 

isyarat kolaborasi dengan Gerkatin. 

2. Apa hambatan utama yang Anda temui dalam mengakses pelayanan 

publik berbasis HAM di wilayah ini sebagai seorang penyandang 

disabilitas? 



 

 

 

 

Jawaban : Hambatan seperti mesin panggilan tidak ada nomor 

panggilan nya di tampilkan, jadi saya kesulitan dalam hal mendengar. 

Beruntung saya mengasih tahu pegawai kalau saya itu tuli dan 

dilayani. Pelayanan publik harus gampang diakses bagi difabel. 

3. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak 

terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemenuhan hak bagi 

kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM di Sumatera 

Utara? 

Jawaban : 

a. Melakukan pelatihan bahasa isyarat bagi pegawai, masyarakat 

umum dengan melibatkan kawan2 tuli yaitu organisasi Gerkatin. 

b. Memperioritaskan difabel dalam hal pelayanan jadi tidak antri lama 

atau disuruh menunggu antrian lalu ditinggalkan, kan kesulitan 

jadinya. 

c. Tanya pada mereka, bagaimana nyaman nya berkomunikasi, saya 

tuli, lebih nyaman berkomunikasi dengan teks maupun catatan. 

 

Medan, 23 Maret 2024 

 

     Yang Mewawancarai         Yang Diwawancarai 

 

 

    (Mhd. Rizal Ramadhan)                         (Andre Ganesha Harahap) 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN II 

DOKUMENTASI WAWANCARA DALAM PENELITIAN SKRIPSI  

 

 

Bersama dengan Bapak Dr. Eka NAM Sihombing, SH., M. Hum 

Selaku Ketua APHTN Provinsi Sumatera Utara 

 



 

 

 

 

 

 

Bersama Dengan Bapak Yan Putra Jalo Situmorang, S.H. Selaku Analis 

Hukum Subbidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Provinsi Sumatera Utara 



 

 

 

 

 

 

Wawancara Langsung Dengan Bapak Andre Ganesha Harahap Selaku 

Penyandang Disabilitas dan Mahasiswa Magiter Ilmu Komunikasi 

Universitas Sumatera Utara 


